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Abstrak 
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan 

kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia dan memberikan 

rekomendasi untuk mengurangi kejahatan tersebut. Desain/metodologi/pendekatan tulisan 

ini, digunakan data sekunder seperti laporan penelitian, artikel jurnal, artikel majalah, dan 

berita online terkait kasus kejahatan kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa di 

Indonesia. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Fraud 

Diamond. Hasil temuan menunjukkan bahwa faktor kunci penyebab kecurangan dana desa 

melibatkan tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas. Kecurangan ini mencakup proyek 

fiktif, laporan keuangan palsu, dan penyalahgunaan kekuasaan. Gaji rendah, lingkungan kerja 

yang tidak kondusif, dan kurangnya pengawasan memperkuat tindakan kecurangan. Keunikan 

dari tulisan ini terletak pada pembahasan faktor-faktor penyebab kecurangan keuangan dalam 

pengelolaan dana desa di Indonesia.. 
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1. Pendahuluan 

Bantuan keuangan dana desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan hal ini membuktikan 
bahwa program pembangunan secara adil dan merata sampai level desa dan diperuntukkan 
bagi seluruh desa di Indnesia. Pada tahun 2015 jumlah dana desa yang dicairkan pemerintah 
sebesar Rp.20,77 triliun atau sebesar 3,23% dari dana perimbangan, tahun 2016 sebesar 
Rp.46,98 triliun atau sebesar 6,5% selanjutnya 60 triliun ditahun 2017 dan 2018 (Mulyani, 
2019). Lalu, mengapa masyarakat masih mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa? 

Karena dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit 
masyarakat yang mengkhawatirkan bagaimana pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan 
dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan anggaran 
dana desa dari pemerintah menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang 
untuk melakukan tindakan korupsi (Riska Natariasari , Enni Savitri, 2023). 

Manajemen Dana Desa menjadi perhatian karena rendahnya kualitas sumber daya manusia di 
tingkat desa dan potensi korupsi dalam alokasi dana tersebut. Anggaran pemerintah untuk 
Dana Desa menjadi peluang bagi tindakan korupsi (Suandi, Muhtar, Buchari, & Darto, 2022). 
Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dapat berkontribusi 
pada peningkatan otonomi desa, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan (Puspitasari, 
Rahardja, Herartri, & Surbakti, 2023; Syukri, 2023). Dana Desa bertujuan untuk mendukung 
pembangunan desa dan memberdayakan pemerintah desa serta masyarakat (Annahar, 
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Widianingsih, Muhtar, & Paskarina, 2023). Meskipun mungkin ada tantangan dalam 
implementasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, upaya telah dilakukan untuk 
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut dan Penting bagi 
pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada desa guna meningkatkan 
manajemen dan akuntabilitas Dana Desa (Rammohan & Tohari, 2023). Alokasi Dana Desa 
untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat juga telah dirusak oleh 
praktik korupsi dalam pelaksanaannya (Kartadinata, Ghifari, & Santiago, 2021). Selain itu, 
rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pemahaman, pengelolaan, dan pengelolaan 
Dana Desa masyarakat telah diakui sebagai tantangan dalam pemanfaatan dana tersebut 
secara efektif (Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, & Nurhasanah, 2019; Herianti, 2021; 
Widyawati1 et al., 2021). 

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia memang telah menimbulkan kekhawatiran terkait 
kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan potensi korupsi. Studi telah menunjukkan 
bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi 
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Dana Desa (Hakim, 
Agustan, & Rangkuti, 2022; Hendaris & Romli, 2021; Masbiran, Murliasari, Afriyanni, & 
Wulandari, 2021; Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020). Selain itu, pemahaman tentang 
peraturan pemerintah, tata kelola yang baik, dan kualitas sumber daya manusia memainkan 
peran penting dalam kinerja perangkat desa dalam mengelola Dana Desa (Anjani, Rosidi, & 
Achsin, 2020; Hakim et al., 2022). Jelas bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif memerlukan 
pendekatan komprehensif yang mencakup kompetensi sumber daya manusia, sistem 
pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi, serta pemahaman yang jelas tentang 
peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya, kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan, kurangnya transparansi, dan kurangnya pengawasan dari 
pemerintah telah diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan Dana 
Desa terhadap korupsi (Arbain & Ariyani, 2019; Sherliana & Nuswantara, 2021; Widyawati, 
Wijayanto, Latifiani, Ra’uf, & Rosana, 2021). Alokasi Dana Desa untuk pembangunan 
infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat juga telah dirusak oleh praktik korupsi dalam 
pelaksanaannya (Kartadinata, Ghifari, & Santiago, 2021). Selain itu, rendahnya kualitas sumber 
daya manusia dan pemahaman, pengelolaan, dan pengelolaan Dana Desa masyarakat telah 
diakui sebagai tantangan dalam pemanfaatan dana tersebut secara efektif (Adhayanto, Arianto, 
Winatawira, Suryadi, & Nurhasanah, 2019; Herianti, 2021; Widyawati1 et al., 2021). 
Penelitian (Nugroho, Susilowati, Fachrunnisa, Prastyadewi, & Furoida, 2022) memberikan 
wawasan tentang pengaruh potensial dari gaya hidup konsumtif dan faktor keluarga pada 
perilaku korup. Penelitian telah menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif, jika tidak 
diimbangi dengan pendapatan, dapat menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap 
korupsi bagi individu, keluarganya, dan masyarakat sekitar  
Gaya hidup konsumtif dan pengaruh keluarga adalah faktor yang dapat berkontribusi pada 
seseorang yang terlibat dalam penipuan atau korupsi. Penelitian telah menunjukkan bahwa 
berkurangnya tingkat keterikatan dalam keluarga non-tradisional mungkin bertanggung 
jawab atas perilaku nakal, yang dapat mencakup kegiatan penipuan atau korupsi (Akbari, 
Bahrami-Rad, & Kimbrough, 2019; Kierkus & Baer, 2003; Klinteberg, Almquist, Beijer, & 
Rydelius, 2011). Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020) No 
113 tahun 2014 pada Bab 2 pasal 2 menyatakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan alokasi dana yang tertib dan 
disiplin adalah bagian dari proses atau kegiatan tertentu. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip 
dasar dari proyek integrasi Eropa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 TEU (Volpato, 
Eliantonio, & Wright, 2023). Mereka juga dianggap sebagai pilar pemerintahan yang baik dan 
sering dikaitkan dalam penelitian dan praktik kontemporer (Jadara & Al-Wadi, 2021). 
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Transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi 
administrasi dan keuangan, dan transparansi dipandang sebagai tahap yang diperlukan 
sebelum akuntabilitas (Mabillard & Zumofen, 2020). Hubungan antara transparansi dan 
akuntabilitas telah dipelajari oleh beberapa sarjana, dan ada kebutuhan untuk 
mempertimbangkan kembali hubungan ini (Mabillard & Zumofen, 2017). Selain itu, 
keterkaitan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas fiskal merupakan bidang yang 
memerlukan penelitian lebih lanjut (Sun, 2014). 
 

 

Gambar 1. Data Kasus Korupsi Anggaran Desa Di Indonesia Dari Tahun 2015-2021 

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dapat dilihat pada gambar 1 
mengenai data kasus korupsi Desa yang terjadi di Indonesia dari Tahun 2015-2021 diketahui 
bahwa jumlah kasus dan kerugian negara justru semakin bertambah setiap tahunnya. Dimana 
jumlah kerugian negara mencapai 50,1 milyar pada tahun 2020, jumlah ini sangatlah besar 
dengan tingkat kenaikan kasus kejahatan keuangan setiap tahunnya juga bertambah banyak, 
jumlah tersangka aparatur dan perangkat desa yang ikut terlibat dalam kasus korupsi ini 
sangatlah banyak. Meningkatnya kasus pengadaan dana menunjukkan perlunya peningkatan 
pengawasan dan kewaspadaan dalam sistem (Blanco-Varela, Quintas-Pérez, Sánchez-Carreira, 
& Mourão, 2022; Miranzo Díaz, Cerrillo i Martinez, Galindo Caldés, & Castro Carranza, 2023). 
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penegak hukum mungkin tidak optimal 
dalam mengatasi korupsi dan inefisiensi dalam pengadaan publik (Lammasniemi, 2023; 
Sharma, Sengupta, & Panja, 2019). Keterlibatan banyak pihak dalam kasus-kasus ini menyoroti 
kompleksitas masalah dan perlunya pengawasan yang lebih kuat (Kajimbwa, 2018). 

Untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan dana desa, penting untuk memastikan akses 
informasi dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa (Prihatiningtyas, Fitriana, 
Wijoyo, & Noventri, 2023; Sofyani, Yaya, & Saleh, 2023). Hal ini dapat dicapai dengan 
membangun komitmen, kesadaran, dan pengetahuan di antara semua pihak terkait, termasuk 
pemerintah desa dan masyarakat pedesaan (Sidik & Habibi, 2023). Dengan mempromosikan 
pemerintahan desa terbuka dan secara aktif melibatkan masyarakat, potensi korupsi dan 
penyalahgunaan dana dapat diminimalkan (Permatasari et al., 2021). Keterlibatan masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui musrenbangdes, dapat membantu 
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa (Sripakdeevong & 
Townsend, 2022). Selain itu, memberikan bimbingan dan arahan kepada pejabat desa dalam 
menerapkan kebijakan dana desa dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam mengelola 
dana Secara keseluruhan, membina pendekatan kolaboratif dan partisipatif antara pemerintah 
desa dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan desa yang akuntabel dan berdaya . 
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Berdasarkan penelitian Anjani et al., (2020), Arbain & Ariyani (2019), Atmadja & Saputra 
(2017), Kartadinata et al., (2021), Widyawati et al., (2021) telah membahas kejahatan 
keuangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia, namun belum banyak yang melakukan 
penelitian mengenai Fraud pengelolaan dana desa di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan 
untuk mengetahui sejauh mana fraud yang terjadi dengan menggunakan pendekatan Fraud 
Diamond.  

Pendekatan Fraud Diamond adalah kerangka kerja yang mengidentifikasi empat elemen kunci 
yang berkontribusi terhadap kegiatan penipuan dalam suatu organisasi. Elemen-elemen ini 
termasuk tekanan, insentif keuangan, peluang dan rasionalisasi, dan kemampuan. Kombinasi 
dari elemen-elemen ini menciptakan kondisi yang kondusif untuk penipuan.[1] Model Fraud 
Diamond telah digunakan untuk memahami niat untuk mengungkapkan kesalahan melalui 
saluran virtual, seperti platform media sosial online. Telah ditemukan bahwa pelanggan lebih 
suka menggunakan media sosial sebagai sarana whistleblower, dan elemen peluang dan 
kemampuan sangat berkorelasi dengan penggunaan media sosial untuk mengungkapkan 
kesalahan (Latan, Chiappetta Jabbour, & Lopes de Sousa Jabbour, 2021). 

 

2. Kajian Teori 

Korupsi Pengelolaan Dana Desa 

Dana Desa di Indonesia mendapatkan apresiasi karena berhasil mengatasi kemiskinan di 
wilayah pedesaan, namun juga telah memungkinkan penguasa desa untuk mendominasi, 
menyebabkan kelompok miskin tetap marginal dan tidak mendapatkan bagian yang signifikan 
dari dana desa tersebut (Sidik & Habibi, 2023). Peran institusi pemerintahan desa, seperti 
dewan penatua dan kepala desa, telah menjadi kuat saat pemerintahan desa berperan aktif, 
tetapi melemah ketika pemerintah pusat lebih dominan (Sidik & Habibi, 2023). Implementasi 
Program Dana Desa di Indonesia telah meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga di 
pedesaan dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, yang pada gilirannya 
membantu mengurangi tingkat kemiskinan (Rammohan & Tohari, 2023). Pemerintah Desa 
Kabupaten maupun Kota di Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan 
dan aset desa, termasuk kurangnya kesiapan pejabat desa dan kekurangan sumber daya 
manusia yang dapat diandalkan (Nuna, Tumuhulawa, Sahi, Pauweni, & Biongan, 2023). Tata 
kelola inklusif di desa-desa terdesentralisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan 
menghadapi hambatan yang menghalangi pencapaian tujuannya (Bunga, Aswari, & Djanggih, 
2018). 

Penelitian Azemi (2022), Gray (2013), Köbis, Jackson, & Carter (2020), Saragih & Zarzani 
(2023), Spence (2021) mengemukakan bahwa ciri-ciri korupsi yang dapat diidentifikasi secara 
lebih mendalam dan detail melibatkan sejumlah praktek dan perilaku yang mencerminkan 
pelanggaran etika, kepentingan pribadi yang tidak sah, dan penyalahgunaan wewenang. 
Beberapa contoh ciri-ciri korupsi yang lebih mendalam meliputi: 

a). Penyalahgunaan Wewenang: Penggunaan kekuasaan atau posisi dalam organisasi atau 
pemerintahan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan kelompok 
tertentu. 

b). Manipulasi Proses: Pengaruh atau manipulasi proses keputusan, pengadaan, atau 
penugasan proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau mengarahkan 
keuntungan kepada pihak tertentu. 
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c). Suap dan Gratifikasi: Memberikan atau menerima hadiah, suap, atau gratifikasi sebagai 
imbalan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum. 

d). Penyelewengan Dana: Penggunaan dana publik atau dana organisasi untuk 
kepentingan pribadi atau penggunaan yang tidak sah. 

e). Ketidaktransparanan: Kurangnya keterbukaan atau transparansi dalam keputusan 
atau proses organisasi, menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat berkembang. 

f). Nepotisme: Memberikan preferensi atau keuntungan kepada keluarga atau teman 
dekat dalam hal pengangkatan, kontrak, atau kebijakan lainnya. 

g). Kolusi: Kerjasama ilegal antara pihak-pihak yang seharusnya bersaing atau 
independen, dengan tujuan memanipulasi keuntungan atau kebijakan. 

h). Tindakan Diskriminatif: Melibatkan tindakan atau kebijakan yang tidak adil, 
merugikan kelompok atau individu tertentu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. 

i). Pelanggaran Etika dan Integritas: Tindakan atau keputusan yang melanggar norma-
norma etika dan integritas, merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau 
individu yang terlibat. 

j). Kurangnya Akuntabilitas: Ketidakbertanggungjawaban dalam tindakan atau 
keputusan, sulitnya menelusuri tanggung jawab, dan kurangnya mekanisme akuntabilitas. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk keberhasilannya 
dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam mengelola 
keuangan desa belum dimaksimalkan, yang mengarah pada konsekuensi hukum dan kasus 
korupsi (Cahyana & Suprasto, 2023). Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penting 
untuk menerapkan sistem yang lebih komprehensif yang mendorong praktik partisipatif dan 
transparan (Nikijuluw, Alfons, & Rugebregt, 2022). Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa (Sofia & Fitriyah, 2022). 
Selain itu, akuntabilitas dan transparansi memainkan peran penting dalam efektivitas 
pengelolaan dana desa (Jeliastiva, 2022). Memasukkan norma dan nilai-nilai budaya lokal ke 
dalam manajemen keuangan juga dapat memiliki dampak positif, mempromosikan keadilan, 
kepercayaan, dan perilaku bertanggung jawab di antara pejabat desa (Cahyana & Suprasto, 
2023). 

Motif Dalam Korupsi Anggaran Desa 

Dalam upaya pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi dana desa, penting untuk memiliki 
pemahaman yang cukup tentang modus-modus korupsi yang sering dilakukan di desa melalui 
aparat perangkat desa, baik itu kepala desa maupun jajarannya, untuk melakukan kecurangan 
dalam alokasi pengelolaan dana desa (Knyazev, 2023; Putri, Argilés-Bosch, & Ravenda, 2023; 
Sofyani et al., 2023; Sripakdeevong & Townsend, 2022; Tu, 2023). Modus-modus ini dapat 
mencakup: 

a). Pengalihan Dana: Praktik ini melibatkan pemindahan dana desa ke pihak yang tidak 
berhak atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan tujuan 
pembangunan desa. 

b). Pemalsuan Dokumen: Terlibat dalam pemalsuan dokumen penggunaan dana desa 
untuk menyembunyikan kegiatan yang sebenarnya atau mengalihkan perhatian dari tujuan 
pembangunan yang seharusnya. 
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c). Suap dan Gratifikasi: Memberikan atau menerima suap atau gratifikasi untuk 
mempengaruhi keputusan terkait alokasi dana desa, mengakibatkan penyalahgunaan dana 
untuk kepentingan pribadi. 

d). Penggelembungan Anggaran: Memperbesar anggaran pembangunan atau proyek 
tanpa dasar yang jelas, kemudian menggunakan selisihnya untuk kepentingan pribadi. 

e). Mark-Up Proyek: Memanipulasi biaya proyek atau pembangunan dengan menaikkan 
harga secara tidak sah, sehingga keuntungan lebih besar dapat dinikmati oleh pihak yang 
terlibat. 

f). Nepotisme: Memberikan keuntungan atau pekerjaan kepada keluarga atau teman 
dekat tanpa melibatkan proses seleksi yang adil. 

g). Kolusi: Melakukan kerjasama ilegal antara pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi 
proses pengadaan atau alokasi dana desa. 

h). Tidak Transparan: Menyembunyikan informasi terkait penggunaan dana desa, 
sehingga masyarakat tidak dapat mengawasi dengan baik. 

i). Pembelian Barang atau Jasa yang Tidak Sesuai: Menyalahgunakan dana desa dengan 
membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memberikan manfaat 
yang optimal. 

j). Proses Keputusan Tidak Adil: Memanipulasi proses pengambilan keputusan terkait 
alokasi dana desa untuk memihak pihak tertentu. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi desain riset dengan menggunakan data sekunder, seperti laporan 
penelitian, artikel jurnal, artikel majalah, dan berita online yang terkait dengan kasus Fraud 
Kejahatan Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Pendekatan Fraud Diamond 
diterapkan untuk menganalisis permasalahan dengan fokus pada faktor-faktor seperti tekanan, 
peluang, rasionalisasi, dan integritas individu yang terlibat dalam kejahatan keuangan di 
tingkat pengelolaan dana desa. Sumber data tersebut memberikan konteks dan informasi yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu pemahaman mendalam tentang penyebab 
dan dampak kasus kejahatan keuangan di pengelolaan dana desa, dengan mengidentifikasi 
faktor-faktor krusial yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Faktor-Faktor Penyebab FRAUD 

Pendekatan Fraud Diamond memberikan cara yang komprehensif untuk memahami mengapa 

kecurangan dan korupsi masih tersebar luas dalam lingkungan pemerintahan dan sulit untuk 

dihilangkan. Metode ini fokus pada empat elemen kunci yang menjadi faktor penyebab 

kecurangan, yaitu Incentive/Pressure (tekanan), Opportunity (peluang), Rasionalization 

(rasionalisasi), dan tambahan elemen Capability/Capacity (kemampuan). 

a). Incentive/Pressure (Tekanan): Merujuk pada dorongan atau tekanan yang 

mendorong individu untuk terlibat dalam kecurangan, seperti kebutuhan ekonomi yang 

mendesak atau tekanan untuk mencapai target yang tidak realistis. 



JAST 
Journal of Accounting Science and Technology  Vol. 4  |  No. 1  |  hal  53 - 70 

Post Graduate Accounting 
Universitas Muhammadiyah Tangerang e-ISSN : 2745-8652 

 

59 
 

Tekanan adalah faktor penting yang memotivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan 

penipuan. Telah ditemukan bahwa tekanan dapat mempengaruhi perilaku dan menyebabkan 

manipulasi hasil (Abekah Koomson & Yaw Owusu, 2022). Manipulasi ini dapat mengakibatkan 

konsekuensi negatif, termasuk ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, hukuman yang 

berkepanjangan, dan peningkatan kemungkinan penahanan praperadilan (Travova, 2023). 

Selain itu, tekanan telah diamati berdampak pada kinerja pada manusia dan hewan non-

manusia, baik dengan defisit kemampuan untuk tampil atau kemampuan untuk berkembang 

ketika taruhannya tinggi (Knisley & Lin, 2022)]. Dalam konteks penipuan laporan keuangan, 

tekanan, bersama dengan faktor-faktor lain seperti peluang, rasionalisasi, dan kemampuan, 

telah ditemukan memiliki pengaruh pada perilaku penipuan di perusahaan manufaktur., 

memahami peran tekanan sebagai faktor pendorong penipuan sangat penting untuk 

mengurangi dan mencegah kegiatan penipuan (Abekah Koomson & Yaw Owusu, 2022). 

Dalam Kejahatan Keuangan dan Penyelewengan Dana Desa di Indonesia, individu yang terlibat 

dapat mengalami tekanan yang signifikan: 

1. Tekanan Finansial: Penyelewengan dana desa atau penggelapan dapat menciptakan 

tekanan finansial pada individu. Tekanan ini mungkin berasal dari kebutuhan untuk 

menutupi aktivitas penyelewengan, melunasi utang yang timbul akibat penyelewengan, 

atau menjaga gaya hidup melebihi kemampuan finansial yang sah. 

2. Kebiasaan Buruk: Individu yang terlibat dalam penyelewengan keuangan mungkin 

mengalami tekanan terkait dengan kebiasaan buruk, seperti mempertahankan gaya 

hidup mewah atau mengatasi stres dari tindakan penyelewengan mereka. Kebutuhan 

untuk mempertahankan kebiasaan buruk ini dapat meningkatkan tekanan finansial 

dan berkontribusi pada perilaku penyelewengan yang lebih lanjut. 

3. Tekanan Terkait Pekerjaan: Mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana 

desa mungkin menghadapi tekanan terkait pekerjaan, termasuk tuntutan untuk 

mencapai target keuangan, mencapai tujuan kinerja, atau menghadapi lingkungan 

kerja yang kompetitif. Stres terkait pekerjaan dapat mendorong individu menuju 

aktivitas penyelewengan sebagai cara untuk mengatasi atau memenuhi harapan yang 

dirasakan. 

4. Pengaruh Eksternal: Tekanan dalam konteks pengelolaan dana desa juga dapat 

melibatkan pengaruh eksternal, seperti ancaman konsekuensi hukum atau harapan 

masyarakat. Ketakutan akan terungkap atau tindakan hukum dapat memperkuat 

tekanan pada individu yang terlibat dalam praktik penyelewengan 

b). Opportunity (Peluang): Menyiratkan adanya situasi atau kondisi yang 

memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Kelemahan 

dalam pengawasan atau kontrol dapat menciptakan peluang bagi tindakan yang tidak etis. 

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan yang terkontrol 

dengan baik, dan posisi strategis pihak-pihak terkait menciptakan peluang untuk kejahatan 

keuangan dan penyalahgunaan dana desa di Indonesia (Nur, Supri, & Riyanti, 2023; Shortridge 

& Dykstra, 2023; Sopya & Mulyani, 2023; Wibowo & Aqil, 2023) pihak terkait. 

1. Kelemahan Pengendalian Internal: Sistem pengendalian internal yang lemah di tingkat 

desa dapat menciptakan celah atau kesempatan bagi individu atau perangkat desa 

untuk melakukan kecurangan. Kelemahan ini dapat melibatkan prosedur yang tidak 
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memadai, kurangnya pemisahan tugas, atau ketidakmampuan untuk mendeteksi dan 

mencegah tindakan penyelewengan. 

2. Pengawasan yang Kurang Terkontrol: Kurangnya pengawasan yang efektif atas 

pengelolaan dana desa dapat memberikan peluang bagi praktik-praktik kecurangan. 

Pengawasan yang kurang terkontrol dapat mencakup ketidakmampuan untuk 

memantau secara real-time atau kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa, 

menciptakan lingkungan di mana tindakan penyelewengan bisa terjadi tanpa segera 

terdeteksi. 

3. Posisi Strategis Pihak Terkait: Beberapa pihak terkait, seperti kepala desa atau 

perangkat desa yang menduduki posisi strategis, dapat memanfaatkan peluang untuk 

melakukan kecurangan. Kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak 

tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi proses pengelolaan dana desa demi 

kepentingan pribadi 

 

Perbaikan dalam manajemen internal, pengawasan yang diperkuat, dan peningkatan 

transparansi merupakan faktor kunci dalam mengurangi peluang dan mitigasi risiko kejahatan 

keuangan dan penyalahgunaan dana desa (Herlinda et al., 2023; Nur et al., 2023; Prihatmanto, 

Artha, Joyonegoro, Munajat, & Irawati, 2023). Lingkungan pengendalian memainkan peran 

penting dalam mencegah penipuan dalam alokasi dana desa (Maharani et al., 2023). Selain itu, 

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa sangat penting dalam 

mencegah korupsi . Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana 

desa diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab korupsi (Sopya & Mulyani, 2023). Oleh 

karena itu, penting untuk memberikan bimbingan dan pelatihan hukum kepada pejabat desa 

untuk mempromosikan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi . Memperkuat penegakan 

hukum dan menjatuhkan sanksi atau hukuman pada pelaku korupsi juga penting dalam 

memerangi kejahatan keuangan . Secara keseluruhan, mengatasi faktor-faktor ini dan 

menerapkan sistem pengendalian yang efektif dapat membantu mengurangi peluang 

kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana desa di Indonesia. 

 

c). Rasionalization: Merupakan proses mental di mana individu merumuskan alasan atau 

justifikasi untuk melakukan kecurangan. Ini bisa melibatkan pembenaran diri atau keyakinan 

bahwa tindakan tersebut diperlukan atau dapat dibenarkan. 

Rasionalisasi dalam penggelapan dana desa dapat tercermin dalam beberapa aspek. Salah satu 

aspeknya adalah faktor psikologis internal rasionalisasi penipuan kerja, yang meliputi 

rasionalisasi kognitif perilaku penipuan (Yang & Chen, 2023). Aspek lain adalah moralitas 

individu, yang dapat memediasi hubungan antara budaya organisasi dan pencegahan penipuan 

dalam manajemen keuangan desa (Rustiyaningsih, 2023). Selain itu, lingkungan pengendalian 

dapat mempengaruhi pencegahan penipuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Nur 

et al., 2023). Transparansi dan akuntabilitas juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan 

dana desa (Sopya & Mulyani, 2023). Terakhir, keterlibatan masyarakat dan partisipasi dalam 

mengawasi penggunaan dana desa merupakan faktor penting dalam mencegah korupsi 

(Herlinda et al., 2023). Beberapa aspek rasionalisasi yang terkait dengan kejahatan keuangan 

dan penyelewengan dana desa di Indonesia melibatkan: 
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1. Pandangan Minim Dampak Kerugian: Pelaku kejahatan keuangan mungkin meyakini 

bahwa tindakan korupsi yang mereka lakukan tidak akan merugikan banyak pihak 

atau masyarakat. Mereka mungkin melihat dampak negatif sebagai hal yang dapat 

diabaikan atau tidak signifikan. 

2. Tekanan dan Desakan Keuangan: Tekanan keuangan, terutama dalam konteks 

keuangan, dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam penyelewengan dana desa. 

Rasionalisasi berfungsi sebagai bentuk pembenaran untuk tindakan tersebut sebagai 

solusi terhadap tekanan atau desakan yang mereka rasakan. 

3. Pembenaran Hak Pribadi: Pelaku korupsi mungkin merasa bahwa apa yang mereka 

lakukan adalah hak yang seharusnya mereka miliki atau imbalan yang seharusnya 

mereka dapatkan dari usaha atau pekerjaan yang telah mereka lakukan dengan baik. 

4. Pandangan Tindakan Sebagai Hak Pribadi: Pelaku mungkin percaya bahwa tindakan 

mereka mewakili hak pribadi yang seharusnya mereka peroleh dari usaha atau 

pekerjaan yang telah mereka lakukan dengan baik. 

Rasionalisasi berfungsi sebagai dasar psikologis bagi individu untuk membenarkan 

keterlibatan mereka dalam kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana desa dalam situasi 

tertentu. Ini memungkinkan individu untuk menciptakan pembenaran kognitif dan 

kesalahpahaman yang membuat tindakan mereka tampak dapat diterima secara moral atau 

tidak bertentangan dengan prinsip moral mereka sendiri (Mohammad & Baba, 2023; Yang & 

Chen, 2023). Proses ini melibatkan membangun keyakinan dan keinginan yang akan membuat 

tindakan mereka rasional, dan kemudian menyesuaikan keyakinan dan keinginan mereka 

sendiri agar sesuai dengan yang dibuat ini (Rodrigues, 2022). Dalam konteks di mana korupsi 

tertanam dalam institusi yang tidak stabil, pengusaha mengadopsi berbagai strategi legitimasi 

untuk membenarkan terlibat dalam korupsi, seperti moralisasi, rasionalisasi, normalisasi, 

otorisasi, dan mitopoesis (Papish, 2022). Rasionalisasi korupsi juga dipengaruhi oleh tingkat 

hierarkis dalam organisasi, dengan eksekutif menggunakan mekanisme yang berbeda untuk 

merasionalisasi tindakan mereka, yang berdampak pada pencegahan organisasi dan 

memerangi korupsi. Secara keseluruhan, rasionalisasi memungkinkan individu untuk 

membebaskan diri dari imperatif moral dan membenarkan keterlibatan mereka dalam 

kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana dalam situasi tertentu (Cushman, 2020). 

 

d). Capability/Capacity (Kemampuan): Elemen ini menyoroti kemampuan atau 

kapasitas seseorang untuk melaksanakan kecurangan. Hal ini mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan akses yang memungkinkan pelaku kecurangan untuk menjalankan tindakan 

ilegal dengan efektif. 

Kemampuan individu untuk mengeksploitasi situasi dan memahami proses pengelolaan dana 

memang dapat memiliki dampak yang signifikan dalam konteks kejahatan keuangan dan 

penyalahgunaan dana desa di Indonesia. Penelitian telah menunjukkan bahwa peningkatan 

audit pemerintah dapat mengurangi korupsi dan pengeluaran yang hilang dalam proyek jalan 

desa (Permatasari et al., 2021). Namun, partisipasi akar rumput dalam pemantauan memiliki 

dampak terbatas, hanya mengurangi pengeluaran yang hilang dalam situasi tertentu (Olken, 

2005). Selain itu, penelitian telah mengungkapkan bahwa penyuapan perusahaan dilakukan 

dan dibenarkan dalam praktik nyata dunia bisnis Indonesia, menyoroti perlunya manajer 

untuk menyadari dan menghindari praktik semacam itu (Salama & Chikudate, 2023). Selain itu, 

pendidikan keuangan pribadi telah ditemukan memiliki dampak positif pada pengetahuan 
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keuangan, tetapi tidak pada sikap atau perilaku keuangan, menunjukkan bahwa faktor-faktor 

lain seperti sosialisasi keuangan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk 

perilaku keuangan (Johan, Rowlingson, & Appleyard, 2021). Beberapa aspek terkait dengan 

"Capability" dalam Fraud Diamond yang dapat terjadi di Indonesia melibatkan: 

1. Pengetahuan tentang Mekanisme Pengadaan Dana Desa: Individu dengan kemampuan 

tinggi mungkin memahami dengan rinci bagaimana mekanisme pengadaan dana desa 

dilakukan. Mereka dapat mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam prosedur ini. 

2. Pemahaman Alokasi Anggaran Desa: Kemampuan untuk memahami cara alokasi 

anggaran desa dilakukan sangat penting. Individu yang memiliki pemahaman 

mendalam tentang alokasi ini dapat mencari cara untuk mengalihkan dana sesuai 

kepentingan pribadi mereka. 

3. Pengetahuan tentang Sistem Pengawasan yang Lemah: Dalam beberapa kasus, 
individu yang terlibat dalam kejahatan keuangan dapat memiliki pengetahuan 

mendalam tentang kelemahan dalam sistem pengawasan desa. Mereka dapat mengelak 

dari deteksi karena pemahaman mereka tentang celah-celah tersebut. 

4. Kemampuan Mengelabui Proses: Individu dengan kemampuan ini dapat merancang 

strategi kecurangan yang kompleks, memanfaatkan kekurangan dalam proses 

pengelolaan dana desa. Mereka mungkin dapat memanipulasi dokumen, menghindari 

jejak, dan melibatkan pihak terkait dalam skema penyelewengan. 

Dengan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, pelaku kejahatan keuangan di Indonesia 

dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik penyelewengan dana desa, 

merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan desa secara adil dan berkelanjutan. 

Dengan memahami keempat elemen ini, metode Fraud Diamond dapat membantu 

mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memfasilitasi kecurangan. Oleh karena 

itu, upaya pencegahan dan pengendalian dapat difokuskan pada mengurangi atau 
menghilangkan salah satu atau lebih dari elemen-elemen ini untuk meningkatkan integritas 

dan transparansi di lingkungan pemerintahan. 

Tabel 1. Contoh Kejahatan Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia 

Tahun Kasus Orang Kerugian Negara 

2015-2017 Penggelembungan dana 
kegiatan desa 

Kepala Desa Negeri 
Administratif Sumbawa 

Rp 433 juta. 

2018 Kepentingan pribadi Kepala Desa Hambuku 
Kabupaten Hulu Sungai 
Utara 

Rp 609 juta 

2015-2017 Proyek fiktif oleh 
pemerintah desa 

Kepala Desa Kaluku, 
Kecamatan Batang 

Rp 48,98 juta. 

2016 Kasus laporan fiktif pada 
dana desa 

Penjabat Desa Larpak, 
kabupaten Bangkalan, dan 
pelaksana proyek 

Rp 316 juta. 

2017  
Penggelapan dana desa 
 
 

Kepala Desa Matang Ulim, 
Kecamatan Samudera, 
Kabupaten Aceh Utara 

Rp 325 juta 

Solusi Masalah Empat Elemen Pencegahan FRAUD 

Faktor Internal 
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1). Transparansi dan Akuntabilitas: 

(a). Meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan secara rutin laporan penggunaan 

dana desa, anggaran, dan keputusan pengelolaan dana. 

(b). Memperkuat akuntabilitas dengan menetapkan standar etika dan kode perilaku yang 

jelas untuk perangkat desa, dan menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran. 

2). Pendidikan dan Kesadaran Hukum: 

(a). Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa 

tentang hukum dan etika dalam pengelolaan dana desa. 

(b). Mengkampanyekan kesadaran hukum di antara perangkat desa dan masyarakat 

setempat untuk memahami konsekuensi pelanggaran hukum. 

3). Penguatan Pengawasan Internal: 

(a). Memperkuat mekanisme pengawasan internal dengan mendirikan unit pengawasan 

internal yang independen dan memberikan pelatihan kepada staf terkait. 

(b). Melibatkan pihak eksternal, seperti lembaga audit independen, untuk melakukan audit 

periodik dan mengevaluasi efektivitas pengawasan. 

4). Penanggulangan Nepotisme dan Kolusi: 

(a). Menerapkan kebijakan anti-nepotisme dan anti-kolusi dengan menetapkan aturan yang 

jelas mengenai pengangkatan, kontrak, dan kebijakan lainnya. 

(b). Membentuk komite etika di tingkat desa untuk menilai dan menangani dugaan 

pelanggaran etika. 

5). Peningkatan Partisipasi Masyarakat: 

(a). Mendorong pertemuan periodik antara perangkat desa dan warga desa untuk 

mendiskusikan pengelolaan dana dan membuat keputusan bersama. 

(b). Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pengawasan 

dana desa dan cara menyampaikan keluhan. 

Faktor Eksternal 

1). Pemberdayaan Desa: 

(a). Mengembangkan program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan 

dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. 

(b). Menyusun rencana pembangunan desa yang berbasis pada partisipasi masyarakat 

untuk memastikan kebutuhan lokal dipenuhi. 

2). Pencegahan Praktik Korupsi dari Tingkat Lebih Besar: 

(a). Mendukung kebijakan nasional dan regional yang memperkuat sistem peradilan dan 

penegakan hukum dalam mengatasi korupsi. 
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(b). Mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran di tingkat nasional dan regional 

untuk mengurangi praktik korupsi yang dapat merembes ke tingkat desa. 

3). Pengelolaan Insentif Eksternal: 

(a). Memastikan bahwa insentif eksternal dikelola secara terbuka dan melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana. 

(b). Mengaudit secara teratur penggunaan insentif eksternal untuk memastikan 

ketersediaan dana sesuai dengan kebutuhan desa. 

 

5. Kesimpulan 

Analisis Fraud Diamond menunjukkan bahwa tekanan, peluang dalam situasi yang dijalankan, 
rasionalisasi, dan kapabilitas menjadi faktor utama dalam banyak kasus penyelewengan dana 
desa. Faktor-faktor ini dipicu oleh gaya hidup konsumtif dan keserakahan sebagai motivasi 
non-finansial yang dilakukan oleh perangkat desa. Kecurangan ini melibatkan proyek-proyek 
fiktif, laporan keuangan yang tidak benar, sabotase data, penyalahgunaan kekuasaan, dan 
tindakan lainnya. Mayoritas perangkat desa terlibat dalam kecurangan karena gaji yang 
mereka terima dianggap sangat rendah. Motivasi non-finansial lainnya mencakup lingkungan 
kerja yang tidak kondusif dan adanya peluang untuk memperoleh uang secara cepat. 
Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat menjadi celah bagi tindakan 
kecurangan. Faktor penyebabnya melibatkan tata kelola yang belum optimal dan hukum yang 
belum memadai. Para pelaku penyelewengan dana desa mencari pembenaran dengan 
meyakini bahwa tindakan mereka seharusnya diperbolehkan karena hasil kerja mereka dalam 
menyelesaikan proyek. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan adanya tekanan kepentingan 
mendorong para pelaku melakukan kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Oleh 
karena itu, sistem tata kelola dan pemberdayaan perangkat desa perlu dikelola secara optimal 
dan profesional agar alokasi Anggaran Dana Desa dari pemerintah benar-benar memberikan 
kesejahteraan kepada masyarakat desa. 
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